BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016-2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode S (lima) tahun yang merupakan penjabaran
visi, misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya  berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dengan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah
dilantik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016-2021;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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— Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);




3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

I 190. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
PARAF HIRARK 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
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11 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-
2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-
2025

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah KabupatenMukomuko Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Mukomuko Tahun 2012- 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2012 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012- 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012
Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud F,enggn . |
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. PARAF HIRARKI

2. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 1/ SEKDAKAB
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagi unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,
adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure
pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
Jjangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Bengkulu adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD
Mukomuko adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Mukomuko untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mukomuko yang selanjutnya disebut RPJMD Mukomuko adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada
RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperHa

Provinsi, RPFJMD dan RTRW kabupaten lainny F HIRARKIA
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15.

16.
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23.
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26,

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko yang
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko
yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten
Mukomuko.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mewujudkan tujuan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh SKPD.

Kabupaten lainnyaa dalah kabupaten lainnya yang ditetapkan sebagai
satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki
hubungan keterkaitan atau  pengaruh dalam  pelaksanaan
pembangunan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi
yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 merupakan :

a.

Penjabaran dari visi, misi dan program By i kil Bupati
kedalam arah kebijakan keuangan daerah, tuj Jarmmmmm i
pembangunan daerah, kebijakan umum, TO
pembangunan daerah dalam kerangka ‘em@ ker ngk]
pendanaan yang bersifat indikatif. ASISTEN II "
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Pasal 7

Program pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 disusun dan
dilaksanakan sesuai dengan RPJMD dalam peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Peraturan daerah ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD hingga
Tahun Anggaran 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 3 SepreMBen2016

BUPA OMUKO,

s

“{ CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko

pada tanggal (1 SPIEMOER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

LEyl-WBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR
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